
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 47 TAHUN 2018 

TENTANG 

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/ 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan 
bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan 
tanggungjawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, 
disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi 
organisasi; 

b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, 
tanggungjawab dan ruang lingkup pengawasan yang 
menjadi tugasnya, maka diperlukan Piagam Pengawasan 
Internal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal 
(Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
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Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 
Pengawas Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor : PER/04/ M.PAN/ 03/2008 tentang Kode 
Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor : PER/05/ M.PAN/03/2008 tentang 
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP); 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali 
Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2016 Nomor 6); 

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 83 Tahun 2017 
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2017 Nomor 83); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN 
INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO. 

Pasal 1 

Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) Inspektorat Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pengawasan 
internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 29 Juni 2018 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 29 Juni 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 47. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

2 3 JUN 2020 

 

CATUR RTIYAWAN S.H. 
NIP. 1 4 707 199303 1 008 
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